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LAMPIRAN

Berita Tempo.co

Pengusutan Kasus Penembakan Laskar
FPI, IPW: Polri Jangan Grogi

Reporter: Egi Adyatama
Editor: Eko Ari Wibowo

Rabu, 24 Maret 2021 1918 WIB

Sejumioh anggota tim penyidik Bareskrim Polrl memperagokan adegan saat rekonstruksi kosus
penembakon enam anggota loskar Front Pembela isiom (FPI) di Karowang, Jowa Borot, Senin, 14
Desember 2020. Penembakon terjodi Senin dini hari sekitar pukul 00.30 di Tol Cikampek Kilometer
50. ANTARA FOTO/M lbnu Chozar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane,
menilai langkah kepolisian dalam mengusut kasus unlawful killing terhadap empat anggota
Laskar FPI vang dilakukan anggotanya, cenderung masth lambat. Neta melihat Polr: seakan
grogi dalam melakukan penyidikan.

"Bagi IPW sikap lambat itu tak lam akibat penyidik Polri grog: dalam mengusutnya. Padahal
penyidik tak perlu grogi asalkan mereka mengikuti apa yang sudah menjad: arahan Komnas
HAM," kata Neta saat dihubungi 7empo, Rabu, 24 Maret 2021.



Neta mengapresiasi langkah Polri yang belakangan telah menetapkan tiga anggotanya sebagai
tersangka walawful killing vang terjad: di KM 50 Tol Cikampek tersebut. Ia menilai Polni
menunjukan progres yang prg:gif bahwa hukum mulai berjalan di rel yang benar.

Neta mengatakan [PW juga mengapresiasi Kapolri dan Kabareskrim yang 12 nila: sudah
menunjukkan keseriusan menuntaskan kasus penembakan ini. Meski begitu, ia meminta
mereka masih perlu mendorong penyidik bekerja cepat dan transparan untuk
menuntaskannya.

"Apalagi Komnas HAM sudah menegaskan bahwa dalam kasus mi terjad: pelanggaran HAM
dan ini yang perlu dituntaskan pada titikk mana pelanggaran ham itu terjadi," kata Neta.

Atas dasar ini, Neta melihat sebenarnya Polri sejauh ini sudah cukup serius untuk
menuntaskan kasus penembakan laskar FPI itu. Meski begitu, ia memunta Polri lebih
menunjukan komitmen mereka. Apalagi, sorotan tajam diarahkan ke penyidik Polri vang

kerap dikhawatirkan tidak netral dalam menyidik kasus ini. "Sorotan imi tak lain disebabkan
masih adanya kecurigaan sebagian masyarakat terhadap ketidaknetralan penvidik Polri dalam
mengusut koleganya. Sehingga muncul anekdot, apakah mungkin jeruk makan jeruk.” kata
Neta.



Berita Tempo.co

KontraS Soroti Keterbukaan Polisi dalam
Tangani Unlawful Killing Laskar FPI

Reporter:

Budiarti Utami Putri

Edutor:
Syailendra Persada

Rabu, 7 Apnil 2021 09:32 WIB

Sejumiah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi
kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Isiam (FPI) di Karawang, Jawa
Barat, Senin, 14 Desember 2020. Penembakan terjadi Senin dini hari sekitar pukul 00.30 di
Tol Cikampek Kilometer 50. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Komusi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS) menyoroti akuntabilitas Kepolisian dalam proses hukum pelaku penembakan di
luar hukum atau wiawfi/ killing terhadap enam laskar DPI

Wakil Koordmator KontraS Rivanlee Anandar mentlai ada sejumlah kejanggalan yang
terjadi. "Sejumlah kejanggalan yang terjadi menunjukkan ada yang ditutupi oleh Kepolisian
atas pengungkapan kasus," kata Rivanlee kepada Tempo, Rabu, 7 April 2021

Rivanlee membeberkan, sebulan setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) menyerahkan kasus ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, tepatnya pada 3



Maret 2021, KontraS mengirimkan Permohonan Informasi Publik. Namun surat itu tak
berbalas.

Kontra$ lalu mengirimkan surat keberatan atas tak adanya respons itu. Layang kedua mi
ditanggap: dengan informasi bahwa surat pertama Kontra$ tak diterima oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri.

"Hal ini janggal karena alamat yang kami tujukan sama, menggunakan medium yang sama,
namun yang direspons hanya surat keberatan,” kata Rivanlee.

Tak lama setelah surat keberatan tersebut, Rivanlee melanjutkan, Polri mengumumkan
adanya satu terduga pelaku vang telah meninggal, yakni Elwira Pryadi Zendrato.
Kejanggalan berikutnya, kata dia, mencuat dugaan bahwa Elwira tak termasuk dalam daftar
pelaku.

Kemarin, Badan Reserse Krimmal Markas Besar Poln mengumumkan tiga o hst
menjadi tersangka penembakan laskar FPI di kilometer 50 itu, tumamkuE‘lwirL Numm

status tersangka Elwira gugur karena meninggal, sehingga hanya ada dua tersangka.

Rivanlee mengatakan akuntabilitas Kepolisian juga dapat diukur dan sejauh mana
rekomendasi Komnas HAM dijalankan. Dari empat rekomendasi Komnas HAM, Kepolisian
baru menjalankan satu di antaranya. "Akuntabilitas juga mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan terhadap perkara yang lagi diurus,” kata dia.

Komisioner Komnas HAM Chowrul Anam sebelumnya mengapresiasi penetapan
tersangka kasus unlawful killing oleh Bareskrim, kendati dia menilai prosesnya lambat. Anam

pun mengingatkan Kepolisian agar bekerja secara akuntabel dan profesional. [a meminta
Kepolisian benar-benar menjalankan proses penegakan hukum, bukan manajemen
pengelolaan isu.



Berita Detik.com

TP3 Duga Ada Eksekutor Lain di Kasus Km 50,
Polri: Bawa Buktinya ke Penyidik

Adhyasta Dirgantara - detikNews

0 komentar SHARE f w <

Durextur Tindak Pidana Umam (Datipidum) Saresioim Engeen Andi Rian Dijsjact (Foto: istimews)

Jakarta - Tim Pengawal Peristirwa Pembunuhan (TP3) 6 laskar Front Pembela
islam (FPI) menyebut ada eksekutor lain dalam peristrwa yang menewaskan
Laskar FPI di peristiwa Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Hingga saat ini, TP3 belum
berkcordinasi dengan kepolisian untuk menyampaikan dugaan tersebut

“Tidak ada {koordimasi dengan TP3)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum
(Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi detikcom. Senin
{15/372021).

Baca juga:

Komnas HAM: Jika TP3 Ada Bukti Eksekutor Lain Kasus Km
50, Bawa ke Polisi

Andi mempersilakan TP3 menyerahkan bukti kepada Polri terkait dugaan adanysa
eksekutor lain yang membunuh laskar FPL. Namun, hingga saat ini TP3 jugs
belum menyerahkan buktinya.

“Tanyakan saja ke TP3, kalau ada bukti, bawa ke penyidik,” ujarnya.
“Tidak ads (penyerahan barang bukt dan TP3),” sambung Andi

Baca juga:

TP3 Sebut Ada Eksekutor Lain di Kasus Pembunuhan 6
Laskar FPI

Diketahui, TP3 6 laskar FPI menduga ada eksekutor lain dalam peristiwa di Km
50 10l Jakarta-Cikampek akhir tahun lalu. Komnas HAM meminta TP2 membawa
temuan itu ke polisi jika memiliki bukzti

“Kalau TP2 menyampaikan ada kemungkinan eksekutor fain dan memiliki bukt
vang memperkuat hal tersebut, sebaknya dibawa ke polisi untuk menambah
lengkapnya penyidikan kepolisian terkait penstiwa Karawang tersebut,” kata
komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, ketika dihubungi, Jumat {(12/3)

Selama melakukan proses investigasi, Beka dan tim tidak menemukan eksekutor
lain atau ciri yang dimaksud oleh TP3. Hanya, Komnas HAM menemukan
pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa tittk untuk pengamanan jalur
vaksin COVID-19

“Temuan Komnas adalah ada pasukan bersenjata yang bersiags di beberapa titik
sepanjang jalan tol, tetapi pasukan tersebut untuk pengamanan jalur vaksin dari
Bandara Soskarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung,” ujarnya

Sementara itu, TP32 menduga adu tembak yang terjadi dan selongsong peluru di
TKP mungkin bukan cuma milik polisi dan anggota laskar, tapi juga pihak lain.
Hal ini, menurut Ketua TP3 Abdullah Hehamahuasa, didasan keterangan sejumliah
saksi mata yang didapatkan di sekitar lokasi.

"Harus diperhatksn bahwa pada sore hari, 6 Desember, di Kilometer 50 ada
orang berpakaian hitam membawa senjata laras panjang. Ini siapa?” kata
Abdullah Hehamahua kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (11/3).

(knv/knv)



Berita Detik.com

Setelah 3 Polisi Jadi Tersangka Unlawful
Killing

'O komentar SHARQE f =2 T

Foto fustras! (Luthfy Syahben/detikcom

Jakarta - Poln telah menetapkan tiga anggota Polda Metro Jsya sebagai

tersangka kasus uniawful killing laskar FPL Setelah ditetapkan sebagai
tersangka, muncul desakan agar identitas polisi itu diungkap Polri serta
mengusulkan Baresknm melibatkan mantan penyidik KPX yang telah kembal: ke

Mzbes Polri untuk mengusut kasus Km S0

Desakan itu datang dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar
FPIL Ketua Tim TP3 6 Laskar FP! Abdullah Hehamahua meminta Poln

mengungkap misial identitas para tersangka.

n o

"Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka ni siapa? Apakah sebagaimana
direkomendasikan oleh Komnas HAM atau orang yang sudah meninggal. Kan
kemarin satu orang meninggal. Ya kita lihat saja bagaimana mereka melakukan
proses iy, kata Abduliah Hehamahua saat dihubungi, Rabu (7/4/2021)

Baca juga:

Polri Tolak Usul TP3 agar Eks Penyidik KPK Dilibatkan Usut
Kasus Km 50

Abdullah menuturkan pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara terbuks,
objektif, dan akuntabel. Hal itu, kata Abdullah, sesuai dengan pernyataan yang
disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokow:) kepada Tim TP3

"Nah, kalau Poln itu masih anak buahnya Presiden Indonesia, dia harus
transparan dong, siapa yang pembunuh itu, tentunysa pakai inisial karena itu
masih status tersangka sehinggsa pakail inesial” ucapnya

Abdullah mengatakan perlunya keterbukaan inisial identitas pelaku agar
nasyarakat merasa yakin jika benar tersangks yang dimaksud itu ada. Sehingga,
kata dia, nantinya dapat disandingkan dengan data serta temuan Komnas HAM
i fapangan.




Lebih jauh, Abdullah menyarankan agar Baresknm Poln melibatkan mantan-
mantan penyidik KPK untuk mengusut kasus Km 50. TP3 meyakini jika mantan
penyidik KPK dilibatkan, mereka bisa menemukan adanya pelanggaran HAM
berat dalam penstiwa tersebut.

“Saya sarankan kalau polisi itu masih mengaku Presiden sebagal atasan
langsung, maka apa yang disampaikan Komnas HAM itu hanya merupakan salah
satu sumber keterangan, bahan keterangan. Mereka harus explore. Beberapa hari
vang laiu saya sarankan Bareskrim bisa menggunakan mantan-mantan penyidik
KP¥ yang sekarang sudah kembali ke Mabes Poln, khususnya di Bareskrim untuk
mereka melakukan tugas penyidikan itu,” katanya.

"Itu saya yakin kalau mantan penyidik KPK diberikan tugas itu, mereka akan bisa
menemukan bahwa memang yang terjadi itu pelanggaran HAM berat bukan
pelanggaran biasa. Ini yang saya sarankan kalau Mabes Polri, Bareskrim
khususnya. menggunakan mantan penyidik KPK insya Allah mereka akan dapat
itu proses penganiayaan itu” lanjutnya.

Abdullah mengatakan terdapat luka di bagian tubuh belakang dan kemaluan
empat jenazah laskar FPI yang tewas di Km 50. Abdulizh menduga keempatnya
diamiaya tidak di dalam mobil, mefainkan di suatu tempat.

“Sebab apa, misal penganiayaan di mana, di dalam mobi yang disebutkan Poldsa
Metro Jaya itu bagaimana dalam maobil 4 orang terus dengan polisi berapa orang,
bagaimana ada penganiaysan di dalam mobil yang kemudian belakangnya itu
(punggung jenazah) terseret, kemudian kemaiuannya luka, bagaimana dalam
mobil penyiksaan seperti itu, idak mungkin, kalau menembak iya bisa. Berarti
bahwa penganiayaan itu bukan dalam mobil, di tempat iain,” ujarnya

Abdullah menyampaikan beberaps keganjilan dalam kasus tersebut. Keganjilan
itu antara lan adanya dugaan rumah penyiksaan dan juga dua mobil yang ikut
menguntit didega mobil polisi.

Merespons itu, Mabes Polri menolak saran dari TP3 6 Laskar FP1. Kabag Penum
Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan tidak bisa
sembarang polisi dilibatkan dalam penywdikan.

“Woeah ya nggak bisa dong. Harus ada surat perintah penyidikan. Nggak
sembarang polisi, jadi nggak bisa,” ujar Ramadban saat dihubungi. Rabu
(7/4/2027).

Baca juga:

TP3 Minta Polri Ungkap Identitas Polisi Tersangka Unlawful
Killing Laskar FPI

Menurutnya, polisi-polisi yang ingin melakukan penyidikan dalam kasus Km 5C
harus melapor kepada Direktur Tindak Pidana Umum {Dirtipidum) Bareskrim
Brigyen And: Rian Djajadi. Pasalnys, ada aturan perundang-undangan yang harus
dilkuti setiap penyidik.

“Ya tergantung Tirpidum. Dia lapor dong ke Dirpidum gitu kan. 'Pak saya mau
nyidik’. Jadi nggak bisa sembarangan. Harus ikut aturan perundang-undangan
yvang berlaku jelasnya

Dengan dermikian, lanjut Ramadhan, polisi yang hendak melakukan penyidikan
harus mendapat surat perintah. Namun, dia tidak menutup kemungkinan untuk
siapa pun bisa mengsajukan din ikut ke dalam penyidikan

“lya. Intinya tkut peraturan perundang-undangan yang beriaku. Siapa pun mau
melibatkan diri tapi sesusi dengan aturan,” tutup Ramadhan.

Halaman
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